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ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RPJMN 2020-2024
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RPJMN telah ditetapkan Presiden melalui

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam

melangkah ke depan menuju Indonesia Maju

RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian

target yang sudah ditetapkan

RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah (tahunan)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



VISI-MISI DAN ARAHAN PRESIDEN SERTA AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

3Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



5,4 – 6,0 % 26,8 – 27,1 % 102 – 105 102 – 104 8,5 – 9,0 % 0,376 – 0,378 73,44 – 73,48 5,5 – 6,2 % 

TARGET PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

4Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2022

5,4 – 6,0 % 6,5 – 7,0 % 0,370 – 0,374 4,0 – 4,6 % 75,54

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tingkat 

Kemiskinan
Gini Rasio

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka

Indeks   

Pembangunan 

Manusia

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka
Rasio Gini

Indeks 

Pembangunan 

Manusia

Tingkat 

Kemiskinan

Nilai Tukar 

Petani

Nilai Tukar 

Nelayan

Penurunan 

Emisi Gas 

Rumah Kaca

Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2022 berupa rancangan awal 



TEMA RKP 2020-2022

TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022

Peningkatan SDM 

untuk Pertumbuhan 

Berkualitas

Mempercepat 

Pemulihan Ekonomi 

dan Reformasi 

Sosial

Pemulihan 

Ekonomi dan 

Reformasi 

Struktural 

TEMA RKPD PROVINSI BANTEN

“PEMANTAPAN DAYA SAING EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA”

Rp
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FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022
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Pariwisata

Industri

Infrastruktur

Ketahanan 

Pangan

UMKM

Transformasi 

Digital

Pembangunan 

Rendah Karbon

Perlindungan 

Sosial

Kesehatan

Pendidikan dan 

Ketrampilan

Sumber: Rancangan Permendagri tentang RKPD 2022

Jumlah Wisman

8,5-10,5 juta

Pengolahan Non Migas

5,8-6,5%

Pembangunan Rusun

4.600 unit

Pertumbuhan Wirausaha

3%

Pola Pangan Harapan 

92,8

Pengguna Internet

79,20%

Penurunan Emisi GRK

26,87%

Program Jaminan Sosial

87%

Prevalensi Stunting Balita

18,4%

Paten Domestik

900



TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

kontribusi kontribusi

DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

MASYARAKAT SWASTA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMDA

kontribusikontribusi

Provinsi Banten

dst.
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PERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA

PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Sumber: Satgas Covid-19, per 5 April 2021 

VAKSINASI KE-1 VAKSINASI KE-2TARGET
SASARAN SDM KESEHATAN, 

PETUGAS PUBLIK, LANSIA

181.554,465 40.349.049 8.838.081 4.208.326
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PENGADAAN VAKSIN

PERPRES NO 99 

TAHUN 2020

Pengadaan Vaksin Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka 

Penanggulangan 

Pandemi Covid-19
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VAKSIN BERBASIS VIRUS MURNI

VAKSIN SUB UNIT 

ATAU BERBASIS PROTEIN

VAKSIN BERBASIS GEN ATAU DNA

VAKSIN BERBASIS VEKTOR 

ADENOVIRUS

 Dikenal dengan istilah whole virus based atau
inactivated vaccine. Virus dimatikan atau dibunuh
sehingga tidak berbahaya bagi orang. Kelebihan:
telah umum digunakan sehingga sudah bisa
diketahui kualitasnya.

 Antigen komplit dan adjuvan atau substansi yang
dimasukkan ke dalam tubuh dapat memicu sistem
imun tubuh. Contoh: Vaksin Sinovac dan Vaksin
Sinopharm.

• Dikenal juga dengan istilah mRNA vaccine. Proses
pembuatan vaksin relatif cepat dibandingkan
dengan ragam-ragam pembuatan vaksin lainnya.

• Belum ada yang dipasarkan karena belum dapat
dibuktikan dari sisi daya guna dan keamanannya.

• Vaksin berbasis gen baru digunakan kepada
binatang, belum untuk manusia.

• Belum ada contoh yang telah dipasarkan atau
diedarkan di masyarakat. Karakter dari adenovirus
vector vaccine dinilai mampu menstimulasi tubuh
sehingga menghasilkan imun yang lebih komplit,
lebih kuat dan lebih tahan lama.

• Metode belum dapat dibuktikan sehingga aspek
regulasinya akan cenderung lama. Contoh: Vaksin
CanSino.

• Telah dibuktikan khasiatnya karena telah ada
contoh-contoh sebelumnya yang beredar di
masyarakat.

• Belum ditemukan efek samping dari metode
vaksin tersebut.

• Proses pembuatan tergolong cepat.

PERPRES NO 99 

TAHUN 2020

Pengadaan Vaksin Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka 

Penanggulangan 

Pandemi Covid-19



DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PROGRAM VAKSINASI

SEBAGAI UPAYA MITIGASI COVID-19
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PERKEMBANGAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

TREN PERBAIKAN EKONOMI

Perkembangan perekonomian Banten TW IV lebih baik dibandingkan TW 

sebelumnya

Sumber: BPS, BI Maret 2021 12



PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

Sumber: BPS, BI Maret 2021 14



PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI BANTEN

Sumber: BPS, BI Maret 2021 15



TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

Sumber: BPS, BI Maret 2021 16

Persentase Setengah Pengangguran terhadap Penduduk Bekerja 
Agustus 2018 – Agustus 2020



ARAHAN PENYUSUNAN RKPD 2022

Peraturan & Kebijakan RPJMD Kondisi & Potensi Rakortekrenbang

1 2 3 4

SIPD

5

Pemda perlu 

mensinkronkan 

peraturan dan kebijakan 

Pemerintah seperti 

percepatan penyaluran 

banson/JPS dan 

lainnya RPJMD perlu 

diperhatikan karena 

merupakan pedoman 

dan instrumen evaluasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Pemda agar 

menggunakan SIPD 

dalam proses 

penyusunan RKPD

Hasil 

Rakortekrenbang

agar ditindaklanjuti dan 

disinkronkan dalam 

penyempurnaan 

rancangan RKPD  

Kondisi dan potensi 

daerah perlu 

diperhatikan terutama 

dalam rangka penanganan 

Pandemi Covid-19 dan 

pemulihan ekonomi

MEMPERHATIKAN
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Kebijakan terkait Penyusunan

RPJMD bagi Pemda yang

Menyelenggarakan Pilkada

Serentak 2020

PERATURAN DAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI 

TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH (update)

Kebijakan terkait Nomenklatur

Program Kegiatan, Subkegiatan

Kebijakan terkait SIPD

Kebijakan terkait Percepatan

Penyaluran Bansos

Kebijakan terkait Percepatan

Penurunan Stunting

Kebijakan terkait Pembentukan

TKPKD

Kebijakan terkait Pengendalian

Inflasi Daerah

Kebijakan terkait Kemudahan Dan

Kesempatan Berusaha di Daerah

Kebijakan terkait Penyelenggaraan

Rakortekrenbang Tahun 2021

Kebijakan terkait Pedoman Umum

Penyusunan RKPD Tahun 2022

Kebijakan terkait Refoma Agraria

dsb.
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BELAJAR 
BELAJAR KINERJA  URUSAN 

PENDIDIKAN: 

Merdeka Belajar

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 

BERDASARKAN PENDEKATAN URUSAN PEMERINTAHAN

BELAJAR 

KINERJA  URUSAN 

KESEHATAN: 

Mutu dan Akses 

Kesehatan

BELAJAR KINERJA  URUSAN 

PARIWISATA: 

Kontribusi pada 

Ketahanan Ekonomi 

Nasional

BELAJAR 

KINERJA  URUSAN 

KUKM: 

UMKM yang Mampu 

Bersaing

RKPD TAHUN 2022 

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah
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PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

TAHUN 2022, KABUPATEN/KOTA YANG DITETAPKAN SEBAGAI LOKUS STUNTING DIDASARKAN  SURAT KEPUTUSAN MENTERI PPN/BAPPENAS NOMOR 
KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 TENTANG PENETAPAN PERLUASAN KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  TERINTEGRASI TAHUN 2022

LOKUS TAHUN 2022: PENAMBAHAN 154 KABUPATEN/KOTA UNTUK INTERVENSI STUNTING

 Kota Cilegon

2022

BANTEN

100 
KAB/KOTA

21

 Kab. Lebak
 Kab. Pandeglang 
 Kab. Serang

 Kab. Tangerang

2020

 Kota Tangerang
 Kota Serang

 Kota Tangerang Selatan

2021



SE Mendagri No 846/1994/SJ,

tanggal 23/03/2021 

tentang Percepatan Penyaluran 

Bansos dan JPS di Provinsi, 

Kabupaten/Kota, dan Desa

Surat Mendagri No 593/5093/SJ,

tanggal 11/09/2020

tentang Pemberdayaan Hak Atas 

Tanah Masyarakat Melalui Program 

Reforma Agraria

Permendagri No. 90/2019-

Kepmendagri 050-3708/2020

terkait Nomenklatur Program 

Kegiatan, Subkegiatan

Mendorong Walikota dan Bupati untuk

segera melakukan pencairan/realisasi

anggaran Belanja Bansos/JPS

kepada Keluarga Penerima Manfaat

dan Masyarakat terdampak Covid-19

Mendorong Walikota dan Bupati

melakukan inovasi untuk transparansi

penyaluran Bansos/JPS agar tepat

sasaran

Mendorong Pemda untuk mendukung

pemberdayaan terhadap subyek

reforma agraria

Diintegrasikan ke dalam RPJMD, 

RKPD, dan APBD

KEBIJAKAN LAINNYA

Diterapkan ke dalam RPJMD, RKPD, 

dan Renstra
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RPJMD

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

VISI RPJMD
"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,  

SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH“

MISI RPJMD

 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik (Good Governance)

 Membangun dan meningkatkan kualitas 

infrastruktur

 Meningkatkan akses dan pemerataan 

pelayanan Pendidikan berkualitas

 Meningkatkan akses dan pemerataan 

pelayanan Kesehatan berkualitas

 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi
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Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia

Peningkatan Daya Saing Daerah 
dan Pemerataan Pembangunan

Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif

ISU STRATEGIS

Tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih

Integrasi pembangunan antar wilayah dan 
mitigasi bencana

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan perekonomian  pasca 
pandemi covid-19



PREDIKSI MAKRO EKONOMI PROVINSI BANTEN

24

KETERANGAN: T* (Target KUA PPAS TA 2020), T** (Target KUA PPAS TA 2021), R (Realisasi), RN (Realisasi Nasional)

IPM

LPE

Kemiskinan

TPT

Inflasi

Gini Rasio

Sumber: Bappeda Prov. Banten

KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2021

5,4 – 5,8 % 5,18 % 9,2 – 9,7% 

Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran 

Terbuka
Tingkat Kemiskinan



3. KONDISI DAN POTENSI

Sumber: BI Maret 2021

INDUSTRI DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

25

Industri dan Investasi Pariwisata di Tanah Jawara

Jumlah wisatwan pada tahun 2020 sebesar 18,5 juta, 

turun -5,69% (yoy) dibanding tahun sebelumnya 

• Proyek investasi yang akan berjalan diantaranya

merupakan proyek investasi yang bersifat multiyears

seperti pembangunan pabrik petrokimia, alas kaki,

otomotif, makanan minuman, dan sebagainya.

• Pembangunan proyek tol Serang-Paninbang serta sport

center juga diperkirakan akan mendorong peningkatan

pertumbuhan sektor investasi pada Tahun 2021



PERKEMBANGAN COVID-19 DI PROVINSI BANTEN

26Sumber: Satgas Covid-19, per 28 Maret 2021 

TREN PERKEMBANGAN KASUS HARIAN PETA RISIKO



USULAN PROVINSI BANTEN 

DALAM RAKORTEKRENBANG 2021 

YANG DISETUJUI K/L

Terdapat 7 usulan diakomodir dan 

15 usulan dibahas lebih lanjut

d
ia

k
o

m
o

d
ir

d
ib

a
h

a
s

 le
b

ih
 la

n
ju

t
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Program Pengelolaan Perkretaapian 

(Reaktivasi Jalur KA Banten)

Pengendalian Banjir Kali 

Cisadane (lanjutan)

Peningkatan kualitas Jalan Ir. Soetami

(Rangkasbitung - Cikande)

Terehabilitasinya hutan dan lahan diluar

kawasan hutan negara secara vegetative

Pengendalian Banjir

Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga 

Kerja Industri

Program Pelatihan dan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja

 Program Pengelolaan Perkeretaapian (Pembangunan Jalur Ganda KA 

Rangkasbitung - Merak)

 Kajian DAM Serpong Water Conveyance and Supply System

 Pembangunan Fly Over Frontage Unyur

 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan

• Peningkatan Kualitas Jalan Soekarno Hatta (By Pass)

• Pengendalian Kemacetan / Penanggulangan Kemacetan (Underpass)

• Pengendalian Kemacetan / Penanggulangan Kemacetan (Fly Over)

• Pembangunan Fly Over Perlintasan Kereta

• Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

• Penataan Jalan Akses Tol Cilegon Timur

Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum

Peningkatan Ketersediaan, Akses, 

dan Kualitas Konsumsi Pangan

Program Pengelolaan Perikanan dan 

Kelautan

Program Pelatihan dan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pengembangan Kawasan Strategis

Pariwisata



ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH

SELAMA PANDEMI COVID-19

DUKUNGAN PEMULIHAN EKONOMI

SEKTOR RIIL

Menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan

padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan

stimulus belanja spt insentif sektor pariwisata, percepatan

pengadaan barang dan jasa keperluan Covid-19

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Penegakan disiplin protokol Covid-19, tetap

memprioritakan perlindungan sosial terutama terhadap

rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor

informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja

REORIENTASI BELANJA MODAL

Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas

Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan);

Perumahan MBR (Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus

(Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta 

Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI 

PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

dan perluasan ETPD dalam rangkaPercepatan

mendorong transformasi digital dan pertumbuhan

ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran

bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.
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PEMBIAYAAN ALTERNATIF
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tetapMenjaga keberlanjutan fiskal, dengan  

mengedepankan prinsip kehati-hatian

akuntabel dan transparan, terutama

(pruden),

dalam

pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan

daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN

Daerah

KERJA SAMA ANTARDAERAH

EVALUASI HIBAH DAN BANSOS

Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas,  

akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran

dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan

feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan

skema hibah dan bansos

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi

pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung

dalam  

tingkat

SIPD sehingga dapat menjadi bahan

pengambilan keputusan dan kebijakan di

daerah dan nasional

Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja

sama antardaerah diharapkan menghasilkan efesiensi

dan efektifitas pelayanan publik, mengatasi

kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas

wilayah



RKPD TAHUN 2022 DITUJUKAN UNTUK

Berkontribusi pada

pencapaian target 

Pembangunan Nasional

sesuai dengan

kewenangan masing-

masing Pemda

Mengalokasikan

anggaran yang

memadai untuk

penanganan COVID-19

dan terkait kesehatan

serta penanganan

dampak ekonomi

Mengembangkan

inovasi dan kolaborasi

dalam mengakselerasi

pembangunan daerah

Menguatkan sektor-

sektor unggulan dalam

rangka pemulihan

ekonomi

Rp
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TERIMA KASIH


